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TENTANG 
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A. Format Kode Rekening 
A. l. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan 

Kode 
BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN Rekening 

1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang 
dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung 
terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup: 

1 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % 
untuk kegiatan 1-7) 

1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 
1 1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 
1 1 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 
1 1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium 

PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian 
dinas/atribut, listrik/telpon, dll) 

1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 
1 1 06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), 

perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, 
listrik/ telpon, dll) 

1 1 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 
1 1 90-99 Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 

Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 

1 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 
1 2 01 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan 
1 2 02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 
1 2 03 Pem bangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan Gedung/ Prasarana 

Kantor Desa** 
1 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana 

pemerintahan Desa* 

1 3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, 
Statistik dan Kearsipan 

1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat 
Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) 

1 3 02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil 
kependudukan dan potensi desa)** 

1 3 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa 
1 3 04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil. 
1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 
1 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, 

pencatatan sipil, statistik dan kearsipan* 



1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 
1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan 

APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., 
bersifat reguler) 

1 4 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug 
warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) 

1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) 
1 4 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes 

Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) 
1 4 05 Pengelolaan/ Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 
1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll diluar 

dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) 
1 4 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir 
masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, 
informasi kepada masyarakat) 

1 4 08 Pengembangan Sistem lnformasi Desa 
1 4 09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Desa(Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak 
Ketiga, dll) ** 

1 4 10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan 
Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang 
Desa) 

1 4 11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman 
kontingen dalam mengikuti Lomba Desa 

1 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, 
perencanaan, keuangan dan pelaporan* 

1 5 Sub Bidang Pertanahan 
1 5 01 Sertifikasi Tanah Kas Desa 
1 5 02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian 

Registrasi Agenda pertanahan) 
1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 
1 5 04 Mediasi Konflik Pertanahan 
1 5 05 Penyuluhan Pertanahan 
1 5 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
1 5 07 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa 
1 5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan* 

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan 
kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan 
umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya 
pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan 
pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, 

2 1 Sub Bidang Pendidikan 
2 1 01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- 

Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, 



Operasional, dst) 
2 1 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 
2 1 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman 

Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa 
2 1 05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD /TK /TPA /TKA /TPQ 

/Madrasah Non- Formal Milik Desa** 
2 1 06 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengadaan Sarana/ 

Prasarana / Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK /TPA /TKA 
/TPQ /Madrasah Non-Formal Milik Desa 

2 1 07 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana 
Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa** 

2 1 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku 
Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan 
Desa) 

2 1 09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 
2 1 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 
2 1 90 Dukungan Penyelenggaraan KIAT Guru 
2 1 91 Pendidikan Adat lstiadat 
2 1 932-99 lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan* 
2 2 Sub Bidang Kesehatan 
2 2 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa 

(Obat-obatan; Tambahan lnsentif Bidan Desa/Perawat Desa; 
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga 
Miskin, dst) 

2 2 02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas lbu 
Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 

2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, 
Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 

2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 
2 2 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa 
2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (8KB) 
2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 
2 2 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 
2 2 09 Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana/ 

Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 
2 2 90 Pengadaan alat bantu bagi kaum Difabel/Disabilitas* 
2 2 91-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan* 
2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa 
2 3 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang 
2 3 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 
2 3 04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa 
2 3 05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, 

Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) 
2 3 06 Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/Balai 

Kemasyarakatan 



2 3 07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik 
Desa/ Petilasan Milik Desa 

2 3 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa 
2 3 09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 
2 3 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 
2 3 11 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan 

Lingkungan Permukiman/Gang 
2 3 12 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengerasan Jalan 

U saha Tani 
2 3 13 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan 

Milik Desa 
2 3 14 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa 

(Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana 
Jalan lain) 

2 3 15 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa /Balai 
Kemasyarakatan 

2 3 16 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik 
Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan 

2 3 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa 
2 3 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 
2 3 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa 
2 3 20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/ 

Batas Desa 
2 3 90 Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Sarana Olahraga Desa. 
2 3 91-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 
2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 
2 4 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah 

Tidak Layak Huni RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 
2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 
2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air /Tandon 

Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 
2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga 

(pipanisasi, dll) 
2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, 

Parit, dll., diluar prasaranajalan) 
2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 
2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman 

(Penampungan, Bank Sampah, dll) 
2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air 

limbah Rumah Tangga) 
2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 
2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan 
2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik 

Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Afr Hujan/Sumur Bor, 
dl1) 

2 4 12 Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih 
ke Rumah Tangga(pipanisasi, dll) ** 



2 4 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman 
(Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasaranajalan) ** 

2 4 14 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban 
Umum/MCK umum, dll 

2 4 15 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan 
Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dl) 

2 4 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air 
Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** 

2 4 17 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain 
Anak Milik Desa 

2 4 90-99 Lain-lain kegiatan sub bidang Kawasan Permukiman* 
2 5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 
2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa 
2 5 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa 
2 5 03 Pelatihan/ Sosialisasi / Penyuluhan/ Penyadaran tentang 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
2 5 90 Pengelolaan Hutan Adat 
2 5 91-99 Lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup* 
2 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan lnformatika 
2 6 01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 
2 6 02 Penyelenggaraan lnformasi Publik Desa (Misal Pembuatan 

Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, di!) 
2 6 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan 

Informasi Lokal Desa 
2 6 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan 

lnformatika* 
2 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 
2 7 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Altematif tingkat Desa 
2 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Energi Alternatif tingkat Desa 
2 7 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral* 
2 8 Sub Bidang Pariwisata 
2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 
2 8 02 Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Pariwisata Milik 
2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 
2 8 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata* 

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan 
kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran 
masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung 
proses pembangunan desa yang mencakup: 

3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan 
Masyarakat 

3 1 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan 
pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli di!) ** 



3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga 
Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) 

3 1 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan 
Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) 
Skala Lokal Desa 

3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 
3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 
3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 
3 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang 

Hukum dan Pelindungan Masyarakat 
3 1 30-99 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, 

dan Pelindungan Masyarakat 
3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 
3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 
3 2 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai 

Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 
3 2 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan 

Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, 
dll) tingkat Desa 

3 2 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ 
Keagamaan Milik Desa 

3 2 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa 

3 2 30-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan* 
3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 
3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil 

Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 
3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, 

Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 
3 3 03 Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga 

tingkat Desa 
3 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga 

Milik Desa 
3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa 
3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 
3 3 930-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga 
3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 
3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 
3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 
3 4 03 Pembinaan PKK 
3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 
3 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat 

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan 
kegiatan vang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, 



kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, yang mencakup: 

4 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 
4 1 01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 
4 1 02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 
4 1 03 Pem bangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam 

Perikanan Darat Milik Desa 
4 1 04 Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan 

Sungai / Kecil Milik Desa 
4 1 05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) 
4 1 06 Pelatihan /Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk 

Perikanan Darat/Nelayan 
4 1 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan* 
4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 
4 2 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan 

pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) 
4 2 02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan 

peternakan, kandang, Bibit/Pakan, dll) 
4 2 03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 
4 2 04 Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 
4 2 05 Pelatihan / Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk 

Pertanian/Peternakan • 
4 2 90 Perluasan/Percetakan Lahan Pertanian (Perluasan/Percetakan 

Sawah, Kebun, Pembuatan Pematang Sawah, dll) 
4 2 91-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan 
4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 
4 3 01 Peningkatan kapasitas kepala Desa 
4 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa 
4 3 03 Peningkatan kapasitas BPD 
4 3 90 Peningkatan Kapasitas TPK 
4 3 91 Peningkatan kapasitas Penyusun Prom Desa 
4 3 92-99 'lain-lain kegiatan sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 
4 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Keluarga 
4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 
4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 
4 4 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang 

disabilitas) 
4 4 90-9° lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 
4 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
4 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUO/ UMKM 
4 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah serta Koperasi 
4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi 

Pedesaan Non- pertanian 
4 5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah* 
4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 
4 6 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awai BUM 

Desa) 



4 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan 
oleh Desa) 

4 6 930-99 lain-lain kegiatan sub bidang Dukungan Penanaman Modal 
4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 
4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 
4 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik 

Desa 
4 7 03 Pengembangan Industri kecil level Desa 
4 7 04 Pem bentukan / Fasilitasi / Pelatihan/ Pendampingan kelompok 

usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah 
tangga, dll) 

4 7 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian 

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT 
DAN MENDESAK 
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 
Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan 
bencana, keadaan darurat dan mendesak: 

5 I Sub Bidang Penanggulangan Bencana 
5 1 00 Penanggulangan Bencana 
5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 
5 2 00 Keadaan Darurat 
5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak. 
5 3 00 KeadaanMendesak 

* = Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten. 
** = Untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, 

misalnya Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau 
Pengerasan . 



A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 

Kode Rekenin Uraian 
a b C d 
4 PENDAPATAN 
4 1 Pendapatan Asli Desa 
4 1 1 Hasil Usaha 
4 1 1 01 Bagi Hasil BUMDes 
4 1 1 90-99 Lain-lain 

4 1 2 Hasil Aset 
4 1 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa 
4 1 2 02 Tambatan Perahu 
4 1 2 03 Pasar Desa 
4 1 2 04 Tempat Pemandian Umum 
4 1 2 05 Jaringan Irigasi Desa 
4 1 2 06 Pelelangan Ikan Milik Desa 
4 1 2 07 Kios Milik Desa 
4 1 2 08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa 
4 1 2 90-99 Lain-lain 

4 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 
4 1 3 01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong 
4 1 3 90-99 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Rovong 

4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 
4 1 4 01 Hasil Pungutan Desa 
4 1 4 90-99 Lain-lain 

4 2 Transfer 
4 2 1 Dana Desa 
4 2 1 01 Dana Desa 
4 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota 

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
4 2 2 01 Kabuoaten/kota 
4 2 3 Alokasi Dana Desa 
4 2 3 01 Alokasi Dana Desa 
4 2 4 Bantuan Keuangan Provinsi 
4 2 4 01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 
4 2 4 90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 

4 2 5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 
4 2 5 01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 
4 2 5 90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 

4 3 Pendapatan Lain-lain 
4 3 1 Penerimaan dari Hasil Keriasama antar Desa 
4 3 1 01 Penerimaan dari Hasil Keriasama antar Desa 
4 3 2 Penerimaan dari Hasil Keriasama Desa dengan Pihak Ketie:a 

4 3 2 01 Penerimaan dari Hasil Keriasama Desa dengan Pihak Ketiga 
4 3 3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan vang berlokasi di Desa 
4 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di 

3 3 01 Desa 



4 3 4 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga 
4 3 4 01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga 

Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran 
4 3 5 sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa 

pada tahun anggaran berialan 
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran 

4 3 5 01 sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa 
pada tahun anggaran berialan 

4 3 6 Bunga Bank 
4 3 6 01 Bunga Bank 
4 3 9 Lain-lain pendapatan Desa vang sah 

3 9 90-99 Lain-lain pendapatan Desa yang sah 

5 BELANJA 
5 1 Belanja Pegawai 
5 1 1 Penghasilan Tetap dan Tuniangan Kepala Desa 
5 1 1 01 Penghasilan Tetap Kepala Desa 
5 1 1 02 Tuniangan Kepala Desa 
5 1 1 90-99 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah 
5 1 2 Penghasilan Tetap dan Tuniangan Perangkat Desa 
5 1 2 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 
5 1 2 02 Tuniangan Perangkat Desa 
5 1 2 90-99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah 
5 1 3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 
5 1 3 01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 
5 1 3 02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 
5 1 3 03 Jaminan Ketenagakeriaan Kepala Desa 
5 1 3 04 Jaminan Ketenagakeriaan Perangkat Desa 
5 1 4 Tuniangan BPD 
5 1 4 01 Tuniangan Kedudukan BPD 
5 1 4 02 Tuniangan Kineria BPD 

5 2 Belania Barang dan Jasa 
5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 
5 2 1 01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 
5 2 1 02 Belania Perlengkapan Alat-alat Listrik 
5 2 1 03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan 

dan Bahan Kebersihan 
5 2 1 04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung 

Pemadam Kebakaran 
5 2 1 05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang 

Cetak dan Penggandaan 
5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - 

Belanja Barang Konsumsi 
5 2 1 07 Belanja Bahan/ Material 
5 2 1 08 Belanja Bendera/ Umbul-umbul/Spanduk 
5 2 1 09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 
5 2 1 10 Belanja Obat-obatan 
5 2 1 11 Belania Pakan Hewan/lkan, Obat-obatan Hewan 
5 2 1 12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 
5 2 1 90-99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 
5 2 2 Belania Jasa Honorarium 
5 2 2 01 Belania Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 



5 2 2 02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Togas Umum 
Desa/Operator 

5 2 2 03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelavanan Desa 
5 2 2 04 Belanja Jasa Honorarium 

Ahli/Profesi/ Konsultan / Narasumber 
5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 
5 2 2 90-99 Belania Jasa Honorarium Lainnva 

5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 
5 2 3 01 Belania Perialanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 
5 2 3 02 Belanja Perialanan Dinas Luar Kabuoaten/Kota 
5 2 3 03 Belanja Kursus/Pelatihan 
5 2 4 Belanja Jasa Sewa 
5 2 4 01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 
5 2 4 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/ Perlengkapan 
5 2 4 03 Belania Jasa Sewa Sarana Mobilitas 
5 2 4 90-99 Belanja Jasa Sewa Lainnya 

5 2 5 Belania Operasional Perkantoran 
5 2 5 01 Belania Jasa Langganan Listrik 
5 2 5 02 Belania Jasa Langganan Air Bersih 
5 2 5 03 Belania Jasa Langganan Maialah/Surat Kabar 
5 2 5 04 Belania Jasa Langganan Telepon 
5 2 5 05 Belania Jasa Langganan Internet 
5 2 5 06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro 
5 2 5 07 Belania Jasa Perpaniangan liin/Pajak 
5 2 5 90-99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnva 

5 2 6 Belania Pemeliharaan 
5 2 6 01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat 
5 2 6 02 Belania Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 
5 2 6 03 Belania Pemeliharaan Peralatan 
5 2 6 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan 
5 2 6 05 Belanja Pemeliharaan Jalan 
5 2 6 06 Belanja Pemeliharaan Jembatan 

5 2 6 07 Belanja Pemeliharaan lrigasi/Saluran Sungai/Embung/ Air 
Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) 

5 2 6 08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, 
Telepon, Internet, Komunikasi, dill 

5 2 6 90-99 Belanja Pemeliharaan Lainnva 

5 2 7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 
Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke 

5 2 7 01 masyarakat 
Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan 

5 2 7 02 yang diserahkan ke masyarakat 
5 2 7 03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat 
5 2 7 04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 
5 2 7 05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/lkan 

5 2 7 90-99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada 
Masyarakat Lainnya 



5 3 Belanja Modal 
5 3 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah 
5 3 1 01 Belania Modal Pembebasan/ Pembelian Tanah 
5 3 02 Belanja Modal Pembavaran Honorarium Tim Tanah 
5 3 1 03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah 5 3 1 04 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah 
5 3 1 05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah 
5 3 1 90-99 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya 

5 3 2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 
5 3 2 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 
5 3 2 02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 
5 3 2 03 Belanja Modal Peralatan Komputer 
5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 
5 3 2 05 Belanja Modal Peralatan Dapur 
5 3 2 06 Belania Modal Peralatan Alat Ukur 
5 3 2 07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah 
5 3 2 08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 
5 3 2 09 Belaja Modal Peralata.n khusus oertanian/oerikanan/ oeternakan 
5 3 2 10 Belania Modal Mesin 
5 3 2 11 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 
5 3 2 90-99 Belanja Modal Peralatan. Mesin, dan Alat Berat Lainnva 
5 3 3 Belania Modal Kendaraan 
5 3 3 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 
5 3 3 02 Belania Modal Kendaraan Darat Bermotor 
5 3 3 03 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor 
5 3 3 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor 
5 3 3 05 Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor 
5 3 3 90-99 Belanja Modal Kendaraan Lainnya 
5 3 4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 
5 3 4 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 
5 3 4 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 
5 3 4 03 Belanja Modal Bahan Baku 
5 3 4 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 
5 3 5 Belania Modal Jalan/Prasarana Jalan 
5 3 5 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 
5 3 5 02 Belanja Modal Upah Tenaga Keria 
5 3 5 03 Belanja Modal Bahan Baku 
5 3 5 04 Belania Modal Sewa Peralatan 
5 3 6 Belania Modal Jembatan 
5 3 6 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 
5 3 6 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 
5 3 6 03 Belanja Modal Bahan Baku 
5 3 6 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 
5 3 7 Belanja Modal Irigasi /Embung / AirSungai / Drainase / Air 

Lim bah/ Persampahan 
5 3 7 01 Belanja Modal Honor Tim vang Melaksanakan Kegiatan 
5 3 7 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 
5 3 7 03 Belanja Modal Bahan Baku 
5 3 7 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 
5 3 8 Belanja Modal Jaringan/Instalasi 
5 3 8 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 
5 3 8 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 



5 3 8 03 Belanja Modal Bahan Baku 
5 3 8 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 
5 3 9 Belanja Modal lainnva 
5 3 9 01 Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan 5 3 9 02 Belanja Modal khusus Olahraga 
5 3 9 03 Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan 5 3 9 04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanarnan 
5 3 9 05 Belanja Modal Hewan 
5 3 9 90-99 Belanja Modal Lainnya 
5 4 Belanja Tak Terduga 
5 4 1 Belanja Tak Terduga 
5 4 1 01 Belanja Tak Terduga 

6 PEMBIAYAAN 
6 1 Penerimaan Pembiayaan 
6 1 1 SILPA Tahun Sebelumya 
6 1 1 01 SILPA Tahun Sebelumnya 
6 1 2 Pencairan Dana Cadangan 
6 1 2 01 Pencairan Dana Cadangan 
6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 
6 1 3 01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 
6 1 9 Penerimaan Pembiayaan Lainnva 
6 1 9 90-99 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 
6 2 Pengeluaran Pembiavaan 
6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 
6 2 1 01 Pembentukan Dana Cadangan 
6 2 2 Penvertaan Modal Desa 
6 2 2 01 Penvertaan Modal Desa 
6 2 9 Pengeluaran Pembiayaan lainnya 
6 2 9 90-99 Pengeluaran Pembiayaan lainnya 



B. l. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

KEPALA DESA ......... (Nama Desa) 
KABUPATEN 

PERATURAN DESA... (Nama Desa) 
NO MOR TAHUN . 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN .... 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA (Nama Desa), 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari 
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan 
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 
Desa; 

b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...................yang 
disusun sesuai dengan Kebutuhan pemerintahan Desa berdasarkan 
prinsip kebersamaan,efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan 
landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan 
menuju Masyarakat yang adil,makmur dan sejahtera; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ; 

1 . 
2. 
3. 

Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .......... (Nama Desa) 

dan 
KE PALA DESA (Nama Desa) 

Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) 

dan 
KEPALA DESA ... (Nama Desa) 

. dan seterusnya; 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN . 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan 
perincian sebagai berikut: 
l. Pendapatan Desa Rp . 
2. Belanja Desa 
Surplus/Defisit 
3. Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 

Selisih Pembiayaan ( a-b ) 

Rp. ····························· 
Rp . 

Rp. ····························· 
Rp. ····························· 
Rp . 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini: 

Pasal 3 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: 
a. APB Desa; 
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia; 
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan 
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran 

sebelumnya, jika ada. 

Pasal 4 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional 
pelaksanaan APBDesa. 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga. 

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan 
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia 
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 
peraturan Desa tentang perubahan APB Desa. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
kriteria: 



a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 
Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 

rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar 
biasa dan/atau permasalahan sosial; dan 

e. berskala lokal Desa. 

Pasal 6 
Dalam hal terjadi: 
a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada 

tahun berjalan; 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar 

objek belanja; dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan 

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. 
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan 
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD. 

Pasal 7 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... ....(Nama Desa). 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

Kepala Desa (Nama Desa) 
Tanda Tangan 
NAMA 

Diundangkan di . 
pada tanggal ... 

Sekretaris Desa ... (Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

Lembaran Desa (Nama Desa) Tahun Nomor . 



B.2. Format APB Desa 

LAMPIRAN 
PERATURAN DESA......... 
NOMOR TAHUN . 
TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ..... 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA .. 
TAHUN ANGGARAN . 

Contoh: 

KODE REKENING lJRAIAN ANGGARAN SUMBER 
Rp. DANA 

1 2 3 4 s 
a b C a b 

4 PENDAPATAN 
4 1 PADesa 
4 2 Transfer 
4 3 Pendapatan lain-lain 

JUMLAH PENDAPATAN 
s BELANJA 

1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
1 1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan 

Tetap, Tunjangan dan Operasional 
Pemerintahan Desa 

1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan 
Tuniangan Kepala Desa 

1 1 01 s 1 Belanja Pegawai 
1 3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan 

Sipi, Statistik dan Kearsipan 
1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan 

kependudukan (Surat Pengantar/ 
Pelavanan KTP, Kartu Keluarga,dll) 

1 3 01 s 2 Belania Barang dan Jasa 
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa 
2 1 Pendidikan 
2 1 OS Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan 

Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman 
Bacaan Desa/Sanggar belajar 

2 1 OS s 3 Belanja Modal 
s Penanggulangan Bencana, Keadaan 

Darurat dan Mendesak 
s 1 Penanggulangan Bencana 
s 1 s 4 Belanja Tak Terduga 
s 1 Keadaan Darurat 
s 1 s 4 Belanja Tak Terduga 

dst 
JUMLAH BELANJA 
SURPLUS /(DEFISIT) 

6 PEMBlAYAAN 
6 1 Penerimaan Pembiayaan 
6 2 Pengeluaran Pembiavaan 

SELISIH PEMBIAYAAN 

..................... , . 
Kepala Desa, . 



Keterangan Cara Pengisian 

Kolom 1 

Kolom 2 

Kolom 3 

Kolom 4 
Kolom 5 

diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: 
a. bidang; 
b. sub bidang; dan 
c. kegiatan 

diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan,Belanja 
dan Pembiayaan: 

Bagian pendapatan diisi: 
a.pendapatan;dan 
b. kelompok pendapatan. 

Bagian Belanja diisi: 
a. Belanja; dan 
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan) 

Bagian Pembiayaan diisi: 
a. Pembiayaan; 
b. Kelompok pembiayaan. 

diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan 
kode rekening lihat lampiran A Permendagri ini). 
diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan. 
diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam 
kegiatan (kolom 1.c) terkait. 



C. l. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN 

PERATURAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) 
NOMOR TAHUN . 

TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA... (Nama Desa), 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 
Peraturan Desa Nomor....... Tahun ...... tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran ..... , maka perlu menyusun Peraturan 
Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran ...... ; 

1 .. 
2. 
3. 

MEMUTUSKAN: 

.. dan seterusnya; 

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN ..... 

Pasal 1 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... terdiri 
dari: 

1. Pendapatan Desa 
a. Pendapatan Asli Desa 
b. Transfer 
c. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan 

2. Belanja Desa 
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
b. Bidang Pembangunan 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan 

mendesak Desa 

Rp . 
Rp............... 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp .. 
Rp . 
Rp . 



Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 

Selisih Pembiayaan ( a-b) 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan 
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi 
pelaksana kegiatan anggaran. 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa . 
(Nama Desa) 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

KEPALA DESA (Nama Desa), 

Tanda Tangan 

NAMA 
Diundangkan di . 
Pada Tanggal . 

SEKRETARIS DESA (Nama Desa) 
Tanda Tangan 

NAMA 

Berita Desa......... (Nama Desa) Tahun Nomor . 



C.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

LAMPIRAN 
PERATURAN KEPALA DESA . 
NOMOR TAHUN . 
TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA . 
TAHUN ANGGARAN . 

CONTOH 
KELUARAN/ 

KODE REKENING URAIAN OUTPUT ANGGARAN SUMBER 
VOLUME SATUAN DANA 

1 2 3 4 5 6 7 
a 1 C a b C d 

4 PENDAPATAN 
4 1 PADesa 
4 1 1 Hasil usaha 
4 1 1 ... <Obvek Pendapatan> 
4 2 Transfer 
4 2 1 Dana Desa 
4 3 Pendapatan lain-lain 

Penerimaan dari Hasil 
4 3 1 Keriasama 

AntarDesa 
4 3 1 .... <Obvek Pendapatan> 

dst... 
JUMLAH 
PENDAPATAN 

5 BELANJA 
Penyelenggaraan 

1 Pemerintahan Desa 
1 1 Penyelenggaraan 

Belanja 
Penghasilan Tetap, 
Tunjangan dan 
Operasional 
Pemerintahan Desa 

1 1 01 Penyediaan 
Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Kepala 
Desa 

1 1 01 5 1 Belania Pegawai 
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & 

Tunjangan Kepala 
Desa 
<Rincian Obyek 

1 1 01 5 1 1 ... Belania> 



1 3 Administrasi 
Kependudukan, 
Pencatatan Sipil, 
Statistik dan 
Kearsipan dan 
kependudukan (Surat 
Pengantar/ Pelayanan 
KTP, Kartu Keluarga, 
dlI) 

1 3 01 2 2 Belanja Barang dan 
Jasa 

1 3 01 2 2 2 Belanja Jasa 
Honorarium 
<Rincian Obyek Belania> 

2 Pelaksanaan 
Pembangunan Desa 

2 1 Pendidikan 
2 1 05 Pembangunan/Rehabil 

itasi/ Peningkatan 
Sarana Prasarana 
Perpustakaan/ 
Taman Bacaan Desa/ 
Sanggar Belaiar 

1 3 01 Pelayanan 
administrasi umum 

2 1 05 5 3 Belania Modal 
Belanja Modal Gedung 

2 1 05 5 3 4 Bangunan dan Taman 
<Rincian Obyek 

1 1 05 5 3 4 ... Belania> 
5 Penanggulangan 

Bencana, Keadaan 
Darurat dan Mendesak 
Penanggulangan 

5 1 Bencana 
Penanggulangan 

5 1 00 Bencana 
5 1 00 5 4 Belania Tak Terduga 
5 1 00 5 4 00 Belania Tak Terduga 
5 1 00 5 4 00 00 Belania Tak Terduga 
5 2 Keadaan Darurat 
5 2 00 Keadaan Darurat 
5 2 00 5 4 Belanja Tak Terduga 
5 2 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga 
5 2 00 5 4 00 00 Belanja Tak Terduga 
5 3 KeadaanMendesak 
5 3 00 Keadaan Mendesak 
5 3 00 5 4 Belanja Tak Terduga 
5 3 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga 
5 3 00 5 4 00 00 Belanja Tak Terduga 

JUMLAH BELANJA 
SURPLUS /(DEFISIT) 



6 PEMBIAYAAN 
Penerimaan 

6 1 Pembiavaan 
SiLPA Tahun 

6 1 I Sebelumnva 
SiLPA Tahun 

6 1 I I Sebelumnva 
Pengeluaran 

6 2 Pembiavaan 
6 2 I Pembentukan Dana 

Cadangan 
6 2 2 I Pembentukan Dana 

Cadangan 
dst 

SELISIH PEMBIAYAAN 

Kepala Desa 

( ) 

Kolom 4 

Kolom 3 

Kolom 5 

Kolom6 
Kolom 7 

Keterangan Cara Pengisian: 
Kolom 1: diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: 

a. bidang; 
b. sub bidang; dan 
c. kegiatan 

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan : 
- Bagian pendapatan diisi: 

a. pendapatan: 
b. kelompok pendapatan: 
c. jenis pendapatan; dan 
d. obyek pendapatan 

- Bagian Belanja diisi: 
a. belanja; 
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan); 
c. obyek belanja: dan 
d. rincian obyek belanja. 

- Bagian Pembiayaan diisi: 
a. pembiayaan; 
b. kelompok pembiayaan; dan 
c. jenis pembiayaan 
Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Larnpiran A 
Peraturan Bupati ini). 
Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) 
dan volume (jumlah) input pada rincian onyek belanja (kolom 2.d). 
Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan 
dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek belanja. 
Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan. 
Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam 
kegiatan (kolom l .c) terkait. 



D. l. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

KE PALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN 

PERATURAN DESA .... (Nama Desa) 
NO MOR TAHUN ....... 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR ........ TAHUN . 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Nama Desa) 

TAHUN ANGGARAN ........ 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA (Nama Desa), 

Menimbang a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai 
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan 
pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 
Anggaran ; 

Mengingat I 

2. 

3. 

·················································, 
·················································, 
. ' 

Dengan kesepakatan bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) 

dan 

KE PALA DESA ... (Nama Desa) 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA 
NO MOR .... TAHUN .... TENT ANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN . 



Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 
semula berjumlah Rp................. ( ), bertambah/berkurang 
sejumlah Rp ( ) sehingga menjadi Rp ( ) 
dengan rincian sebagai berkut: 

1. Pendapatan Desa 

a. semula 

b. bertambah/(berkurang) 
Jumlah pendapatan setelah perubahan 

2. Belanja Desa 

a. semula 

b. bertambah/(berkurang) 
Jumlah pendapatan setelah perubahan 
Surplus/(Defisit) setelah perubahan 

3. Pembiayaan Desa 

3 .1. Penerimaan Pembiayaan 
a. semula 

b. bertambah/(berkurang) 
Jumlah penerimaan setelah perubahan 

3.2. Pengeluaran Pembiayaan 

a. semula 
b. bertambah/(berkurang) 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b) Rp . 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal 3 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional 
pelaksanaan Perubahan APBDesa. 



Pasal 4 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Desa ini dalam Lembaran Desa... (nama Desa). 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal . 

KEPALA DESA (Nama Desa) 

Tanda Tangan 

Nama 
Diundangkan di . 
Pada tanggal . 

SEKRETARIS DESA (Nama Desa) 

Tanda Tangan 

Nama 

LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN ........ NOMOR . 
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E. Format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa 

Menimbang 

Mengingat 

KE PALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN 

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) 
NO MOR TAHUN . 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR .... TAHUN .... 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DESA (Nama Desa) 
TAHUN ANGGARAN . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA... (Nama Desa), 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal Pera tu ran Desa 
Nomor Tahun ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran , maka perlu menyusun 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 
••••••• 1 

1 ' 

2. ······························, 
3. . ············, 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN KE PALA DESA NO MOR .... TAHUN .... TENT ANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA........(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2020 

Pasal 1 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp . 
( ), bertambah/berkurang sejumlah Rp . 
( ) sehingga menjadi Rp.................. ( ) 
dengan rincian sebagai berkut: 

1. Pendapatan Desa 
1. 1. Pendapat asli desa 

a. semula 
b. bertambah/(berkurang) 

Jumlah PADesa setelah perubahan 

Rp . 
Rp . 
Rp . 



1.2. Transfer 
a. semula 
b. bertambah/(berkurang) 

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

1.3. Lain-lain pendapatan yang sah 
a. semula Rp . 
b. bertambah/(berkurang) Rp . 
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah 
perubahan Rp . 

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp . 

2. Belanja Desa 
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

a. semula 
b. bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 

2.2. Bidang Pembangunan 
a. semula 
b. bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
a. semula 
b. bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
a. semula 
b. bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, 
Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa 
a. semula 
b. bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
Jumlah belanja setelah perubahan 
Surplus/(Defisit) setelah perubahan 

3. Pembiayaan Desa 
3.1. Penerimaan Pembiayaan 

a. semula 
b. bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 

a. semula 
b. bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
Selisih Pembiayaan setelah perubahan 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp......... 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 



Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam 
Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan 
Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana 
kegiatan anggaran. 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa). 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

KEPALA DESA (Nama Desa) 

Tanda Tangan 

Nama 
Diundangkan di . 
Pada tanggal . 

SEKRETARIS DESA (Nama Desa) 

Tanda Tangan 

Nama 

LEMBARAN DESA. (Nama Desa) TAHUN NOMOR . 



F. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

Kabupaten 
Kecamatan 
Desa 
Tanggal Terima 

No Aspek/Komponen Kesesuaian Alat Verifikasi Keterangan Periksa 
Ya Tidak 

1 Aspek Administrasi Keputusan hasil 
dan Legalitas Musyawarah BPD 

Pembahasan dan 
Penyepakatan 
Perdes tentang 
APB 
Desa/Perubahan 
APB Desa (lihat 
tanggal keputusanl 

1.1 Apakah semua Keputusan hasil 
dokumen evaluasi Musyawarah BPD 
telah diterima dari Pembahasan dan 
Desa secara Penyepakatan 
lengkap Perdes tentang 

APB 
Desa/Perubahan 
APB Desa (lihat 
tanggal 
keputusan) 

1.2 Apakah pengajuan Keputusan hasil Berdasarkan 
Rancangan Perdes Musyawarah BPD aturan, 3 hari 
tentang APB Desa Pembahasan dan setelah 
atau Rancangan Penyepakatan disepakati 
Perdes tentang Perdes tentang bersama. 
Perubaham APB APB Perdes tentang 
Desa dilakukan Desa/Perubahan APB 
tepat waktu APB Desa Desa/Perdes 

tentang 
Peru bahan APB 
Desa harus 
diajukan 
kepada Bupati 
atau camat 
untuk 
dievaluasi 

1.3 Apakah BPD telah Keputusan hasil Berdasarkan 
menyepakati Musyawarah BPD Permendagri 
Rancangan Perdes Pembahasan dan mengenai BPD 
tentang APB Desa/ Penyepakatan 
Rancangan Perdes Perdes tentang 
tentang APB Desa/ 
Perubaham APB Perubahan APB 
Desa Desa 

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas 



2 Aspek Kebijakan 
dan Struktur APB 
Desa/ Perubahan 
APB Desa 

2.1 Umum 
2.1.1 Apakah Rancangan RKP Desa atau 

Perdes tentang RKP Perubahan 
APBDes/Perubahan Tahun 
APB Desa disusun berkenaan 
berdasarkan 
RKPDesa/ RKPDesa 
Perubahan Tahun 
berkenaan 

2.1.2 Apakah penempatan 
pos Pendapatan 
telah sesuai dengan 
Peraturan 
Perundang- 
undangan 

2.2 Pendapatan 
2.2.1 Apakah estimasi 

pendapatan rasional 
dan realistis 

2.2.2 Apakah estimasi Perdes terkait 
pendapatan Desa PADesa 
yang bersumber dari (misalnya Perdes 
Pendapatan Asli tentang 
Desa rasional dan Pungutan, dll) 
realistis, serta 
didapatkan secara 
legal dan telah 
diatur dalam 
Peraturan Desa. 

2.2.3 Apakah estimasi 
pendapatan Desa 
yang bersumber dari 
Dana Transfer 
rasional dan realistis 

2.3 Belania 
2.3.1 Apakah penempatar 

pos Belanja telal 
sesuai dengan 
peraturan Perundang 
undangan 

2.3.2 Semua kegiatan Perbup tentang 
Belanja Desa telah Daftar Inventaris 
sesuai dengan Kewenangan Desa 
Kewenangan Desa 

2.3.3 Apakah ada 
program/ kegiatan 
yang dilakukan lebih 
dari 1 (satu) tahun 
anggaran 
(multiyears) 



2.3.4 Apakah 
Desa 
ditetapkan 
APB Desa 
banyak 
dipergunakan 
untuk: 
1. siltap dan 

tunjangan Kades 
dan perangkat 
Desa 

2. operasional 
pemerintahan 
Desa; 

3. tunjangan dan 
operasional BPD; 

4. insentif rukun 
tetangga dan 
rukun warga 

belanja 
yang 

dalam 
paling 

30% 

2.3.5 Siltap, tunjangan 
dan operasional 
untuk Kepala Desa 
dan Perangkat Desa 
sesuai yang 
ditetapkan dalam 
peraturan Bupati 

2.3.6 Besaran Tunjangan 
dan Operasional 
untuk Anggota BPD 
serta insentif 
RT/ RW dianggarkan 
sesuai yang 
ditetapkan dalam 
peraturan Bupati 

2.3.7 Alokasi belanja 
dengan output yang 
akan dihasilkan 
logis karena telah 
memperhitungkan 
tingkat kemahalan 
dan geografis 
(Standar Harga) 

2.3.8 Apakah kegiatan 
fisik yang bersumber 
dari DD telah 
berpedoman pada 
kebijakan Padat 
Karya Tunai Desa 
(PKTD) utk upah 
Pekerja paling 
sedikit 50% (lima 
puluh persen) per 
kegiatan dari dana 
kegiatan Padat 
Karya Tunai Desa 
(PKTD) meliputi : 
1. pertanian dan 

perkebunan untuk 
ketahanan pangan. 

2. restoran dan 

Peraturan Bupati 
tentang ADD 
atau Perbup 
tentang 
Penetapan Siltap 
Kepala Desa dan 
Perangkat Desa 
Peraturan Bupati 
tentang ADD 
atau Perbup 
tentang 
Penetapan Siltap 
Kepala Desa dan 
Perangkat 
Desa 
Standar Harga 
yang ditetapkan 
Kabupaten 

Permendes PDT 
dan Trans Nomor 
13 tahun 2020 
tentang Prioritas 
Penggunaan DD 
Tahun 2021 
SKB 4 Menteri 
tentang 
penyelarasan dan 
penguatan 
kebijakan 
percepatan 
pelaksanaan UU 
No. 6 th 2014 ttg 
Desa 



wisata Desa 
3. perdagangan 

logistik pangan 
4. perikanan 
5. industri 

pengolahan dan 
pergudangan 
untuk pangan 

2.3.9 Apakan Desa Sudah Peraturan tentang 
Menganggarkan pada Prioritas 
skala prioritas Penggunaan Dana 
Penggunaan Dana Desa. 
Desa 

2.3.15 Apakah Sudah 
Menganggarkan 
Kegiatan Bidang V 
1. Penanggulangan 

Bencana 
2. Keadaan Darurat 
3. Keadaan Mendesak 

2.4 Pembiayaan 

2.4.1 Apakah penempatan 
pos Pembiayaan 
telah sesuai dengan 
peraturan 
Perun dang- 
undangan 

2.4.2 Apakah ada pos 
pengeluaran 
pembiayaan untuk 
pembentukan Dana 
Cadangan 

2.4.3 Apakah Pembentukan Peraturan Desa 
Dana Cadangan telah tentang Dana 
ditetapkan dengan Cadangan 
Peraturan Desa 

2.4.4 Apakah ada pos 
pengeluaran 
pembiayaan untuk 
penyertaan modal 
Dada BUMDes 

2.4.5 Apakah penyertaan Peraturan Desa 
modal pada tentang 
BUMDes, telah Pembentukan 
sesuai dengan BUMDes dan 
peraturan basil 
perundang- analisa 
undangan dan kelayakan usaha 
ditetapkan melalaui 
Peraturan Desa dan 
memenuhi nilai 
kelavakan usaha 

2.4.6 Pada evaluasi 
Perubahan APB 
Desa, pada pos 
penerimaan 
pembiayaan 
terdapat Si!PA tahun 
anggaran 
sebelumnva 



2.4.7 Pada evaluasi 
Perubahan APB 
Desa, apakah SilPA 
tahun sebelumnya 
telah digunakan 
seluruhnva. 

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: 

Evaluasi dilakukan tanggal: 
Hasil Evaluasi (coret yang tidak 
sesuai): 
• Untuk disetujui Bupati melalui Camat 
• Untuk Diperbaiki Desa 

1. Tim Verifikasi Kecamatan 

2. Pendamping Desa/PDTI 

1) ······ .. " " . 

2) ······························ 
3) 

4) . 

5) 
1) . 

2) . 
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G.3. Format Rencana Anggaran Biaya (RABI 

RENCANA ANGGARAN BIAVA 
DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

Bidang 
Sub Bidang 
Kegiatan 
W aktu Pelaksanaan 

Rincian Pendanaan: 

NO. URAIAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH 
(Rp.) (Rp.) 

JUMLAH 

........................ , ··············· 
Disetujui 
Kepala Desa 

( ) 

Kaur/Kasi 

( ) 

Cara pengisian : 
1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB 

Desa 
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APB 

Desa 
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APB Desa 
4. kolom 1 : diisi dengan nomor urut 
5. kolom 2: diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan. 
6. kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang. 
7. kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar 

orang/barang 
8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4 
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J. Format Buku Pembantu Kegiatan 
J.1. Buku Kas Pembantu Kegiatan 

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 
DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . 

Pengeluaran 
(Ro) 

No Penerimaa Belanj Pengembalia Said 
N Tangga Bukt Uraian n dari Kas Belanj n ke Kas 0 

I a 0 Kas i (Rp) Barang a Desa (Rp) 
dan Modal (Rp) 
Jasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pindahan 
Jumlah 
dari 
halaman 
sebelumny 
a 
Jumlah 
Total 
Penerimaa 
n 

Total Pengeluaran 
Total Pengeluaran + Saldo Kas 

·················································· 
Kaur/Kasi . 

( ) 

Cara Pengisian : 
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut. 
Kolom 2: diisi dengan tanggal transaksi. 
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi. 
Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi. 
Kolom 5: diisi denganjumlah rupiah yang diterima dari kas Desa. 
Kolom 8 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa. 
Kolom 9 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal. 
Kolom 10 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa. 
Kolom 11 : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah. 



J.2. Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat 

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT 
DESA KECAMATAN . 

TAHUN ANGGARAN . N K . ama egiatan : 
Penerimaan 

Nomor RD Nomor Bukti 
No Tanggal Uraian Barang/ Setor ke Kas Saldo Kas 

Bukti Uang ( Rp) 
( Rp) Tenaga Desa ( Rp) 

lvolumel 
1 2 3 4 6 7 8 9 

Pindahan 
Jumlah dari 
halaman 
sebelumnva 
Jumlah 
Total 

Kaur/Kasi . 

( ) 

Cara pengisian: 
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut. 
Kolom 2: diisi dengan tanggal transaksi. 
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi. 
Kolom 4: diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan. 
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan. 
Kolom 6: diisi dengan volume jenis barang/tenaga. 
Kolom 7: diisi dengan nomer bukti setor/ pemberitahuan kepada Bendahara. 
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa. 
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L.1. Format Surat Permintaan Pembayaran 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP) 

DESA KECAMATAN . 
TAHUN ANGGARAN . 

Bidang 
Sub Bidang 
Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 

NO URAIAN PAGU PENCAIRAN PERMINTAAN JUMLAH SISA 
ANGGARAN S.DYANG SEKARANG SAMPAI DANA 

LALU SAAT INI 
(Ro) (RD) (RD) (Rp) (RD) 

1 2 3 4 5 6 7 

JUMLAH 

·················, 20 . 

Telah dilakukan verifikasi 
Sekretaris Desa, 

( ) 

Disetujui untuk dibayarkan 
Kepala Desa, 

( ) 

Kaur/ Kasi. . 

( ) 

Telah dibayar lunas 
Kaur Keuangan, 

( ) 

Cara pengisian: 
1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa 
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa. 
4. Kolom 1 : dengan nomor urut. 
5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 
6. Kolom 3: diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. 
7. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. 
8. Kolom 5: diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. 
9. Kolom 6: diisi denganjumlah permintaan dana sampai saat ini. 
10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran. 



L.2. Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA DESA . 
KECAMATAN TAHUN ANGGARAN . 

Bidang 
Sub Bidang 
Kegiatan 

NO. PENERIMA URAJAN JUMLAH (Rp.) 
1 2 3 4 

JUMLAH (Ro) 

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

..................... , . 

Kaur/Kasi . 

( ) 

Cara pengisian: 
1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa. 
4. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut. 
5. Kolom 2 : diisi dengan penerima 
6. Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja. 
7. kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja. 
8. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan. pembayaran yang ada di bukti belanja. 



:: 
p; 
£: g .., . ." :: 

: · ie" 

- 

£ ° - o c U 
0 t 

7 
$ t 
c° � 
e N z - z 
0 0 .. 

c c 
£ £ !3 w 
5 z 

<' 0 
4 Ee 

!3 e 

• 
# 

01 3 
% 

? 
0 a£ 

- pi • 
<' o 
0 5 J Ee 
E c 
e ] 

(/J 
p:, 

00 E s � 
E 

? g 
# G �- o p 
-3 

::, 

o p - e' 0 o' $ 
- 5 ::, 

.0U - i - L p 

=gg? @ 
l3is% z to I 5 A p a 

tj 
7 - =-5 U 

0 E5: . s; 
,> 

d +? p 5 
° 



7 
(1) 
rt 
0 -· -· ( -· � 
£ ::s ,..,. 
£ G U ;,;- b ­ 
# : 5 21. 9. = Pl ;,;- 
e : .5 Pl 0 • U -· '<: 0 : 0 ­ s (JJ (1) 

? .° 
00 
2 -· - 2. ­ i:: 
et ;,;- s 
(JJ 2. 
$ 

p ° l 0 c U 
( t 

7 
Pl tJ 
c s 
e Iv z - z 
0 o 

c 
G • 

c 
£ 

p 5 ? =E o 
0 

00 ; C 
1 s 

8 
4 

C 
L 

0 :<l s ? ­£ � ; ; 
.J ° 0 00 

% - a 

° 
s 

00 Er 0 
$E a 

­ 3% o 3 sF 
55 
F , z2 

l Q 
0 s 5 ( en 

±° :, 5 c e .... Pl c .... :, 33 .... � � 
N c % p • 
.... z 5 C s 

5 c. 
C 7 .... s E p E • 



- 2z 
0 

] 
N 0 

t" 

p .. 

- c,' 
::,:: 
0 e t::l 
H c 7 c = $ 0 t 

5 @ 
z c d z 

N o 
" 
l:l. 

c 
4 z z 

3 U 
t':I z 

1 la = z 
3 

? 3 z o 
0 

% g B-1 

z 
9 7% -� 

3 ] • ? 
UJ - 

� 
UJ 

? °%b 
0 

0 

• � 
2 
5 
c 
5 
E 



3 3 - z 
0 3 3 

t t 2. ] J 5 
� g 2 z 
z z .., G 
U U >0 
,> > > 
% ° Gt 
U U - - - ; Ol c: c -l z 5 3g c z %E 5 z 0 - z 1j 0 - 

] 
::0 >0 

p» zc g ; > j 
° U - 
Cl.> 
) 

G 3 3 3 5 z 
c, 
3 

Ol Ol z ,._ 
O 

5C E z 
5 2> 

'U 
fr z 
D> 

--l ::0 - 5 z U 
I z 0 

t ] 00 5 > D> ;,:;: 
� z 

I-- 

E 
>t UJ=> 

·[ 
3 

G > p - 0 
0 0 - ::0 

E 

u 
' 9 
£ E 
" 5 £ + 
o 
@ £ 
5 a £ 
2 -o p 
E5 
Ol er P 
52 ° £ 

F 
c 
5 
£ 
5 


